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Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

. bahwa berdasarkan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah,
maka Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan
penghasilan berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas,
kondisi kerja dan kelangkaan profesi;

. bahwa untuk memotivasi Pegawai Negeri Sipil

dilingkungan  Pemerintah Kota Serang dalam
meningkatkan  kinerjanya, serta  meningkatkan
kesejahteraan pegawai, maka perlu adanya tambahan
penghasilan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota
Serang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Serang Tahun Anggaran 2010.

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-

pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tunjangan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang .........ccnieiises



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4748);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor
6, Tunjangan Lembaran Daerah Kota Serang);

12, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun
2009 Nomor 17);

13. Peraturan ..........coeeeevenerereens

=



13. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Serang Tahun
2009 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SERANG TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN
ANGGARAN 2010

BAB1I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2,

Daerah adalah Kota Serang;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Walikota adalah Walikota Serang;
Pegawai Negeri Sipil adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Serang;

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut;

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan,  penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah;

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan
pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan
profesi, prestasi kerja, dan atau pertimbangan obyektif lainnya;

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai
negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang
dinilai melampaui beban kerja normal;



10. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai
negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja
yang memiliki resiko tinggi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Kota Serang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi
Pegawai Negeri Sipil agar dapat bekerja secara optimal;

(2) Tujuan diberikannya tambahan penghasilan adalah untuk memotivasi bagi
Pegawai Negeri Sipil bekerja secara aktif dan kreatif sehingga dapat
meningkatkan produktivitas kerja dengan kualitas dan kuantitas yang

terukur.
BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL (TP-PNS)
Pasal 3

(1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah dengan kriteria :

a.Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk
menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;

b.Kondisi kerja Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya
berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

(2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya menerima salah satu dari tambahan
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TP-PNS) ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

BABIV

PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (TP-PNS)

Pasal 5

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TP-PNS) sebagaimana dimaksud
Pasal 5 dapat dipotong dengan ketentuan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah/alpa;

(2) Hasil dana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TP-PNS)
sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
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BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Januari 2010

WALIKOTA SERANG,

C ey —

BUNYAMIN
Diundangkan di Serang
pada tanggal 5 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KO RANG,

-

S ULHI

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010
NOMOR 1



